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KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayvanan Terpadu Sata Plonta Kota Bl datam melaksanakan
pelavanan publik senantiasa dituntat untuk meningkathin kualitas pelayanan: dan- daput
memberikan akses yang lebih luns kepadu masyarakat untak memperoleh layanan publik,
Bentuk pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan: Peluyunan Terpadu Sata Pintu
Kota Bima yang teedird daei Pelayanan Perlzinan dan Non Perizinan, Makn untuk mewajudkan
hal di atas selain dilakukan peningkatan kualitas pelayanan, juga harus dilukukan eviluas
terhadap penyelenggaraan PTSP agar kualitas pelayanan publik yang lebih baik dapat terenpal
secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan Visi dan Misi Kota Bima * TERWUJUDNY A
KOTA BIMA YANG MAJU, BERMARTABAT dan BERKELANJUTAN"

Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam peluksunaan
kegiatan pada unit penyelenggara layanan publik Dinas Penanaman Maodal dan PTSP Kota
Bima, guna menyerap aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakal serta untuk memenuhi
hak - hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik — sebagaimana yang dinmanatkan
dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang, Pelayanan Publik.

Tindak lanjut dan penyelesaian Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan oleh aparatur harus dapat
dilaksanakan dengan baik serta harus memenuhi unsur kepuasan masyarakat guna terwujudnya
pelayanan publik yang lebih berkualitas secara berkelanjutan,

Akhirnya, kami sangat mengharapkan masukan dan kritikan dari semua pihak yang bersifat
membangun demi kesempurnaan laporan ini. Dengan laporan ini diharapkan dapat menjadi
referensi yang bermanfaat terhadap proses perbaikan mutu pelayanan publik schingga dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah khususnya pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima di masa — masa yang
akan datang.
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BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Masuknya era globalisasi seperti saat ini telah memperluas ruang informasi yang harus diberikan
pemerintah kepada masyarakat. Dengan semakin terbukanya ruang informasi yang harus
disediakan pemerintah, maka khusus dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan pola komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat harus tersusun melalui
scbuah sistem yang baik, misalnya dengan memberikan Layanan Konsultasi dalam
penyelenggaraan  Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Hal ini dilakukan untuk
meminimalisir gesekan akibat perbedaan pemahaman atas informasi yang disampaikan.
Terbukanya ruang informasi tersebut juga berimplikasi pada transparansi pemerintah dalam
membuat sebuah aturan atau kebijakan serta adanya keterbukaan informasi seiring dengan
perkembangan teknologi yang kian pesat. Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian masyarakat
terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah, baik dalam bentuk pengawasan pelaksanaan
kebijakan, maupun laporan masyarakat terhadap suatu tindak pelanggaran bisa disampaikan
melalui layanan pengaduan masyarakat. Pelayanan Pengaduan merupakan bagian dari pelayanan
publik, di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun saran perbaikan terhadap
pelayanan yang diberikan oleh aparatur selaku penyelenggara layanan publik.

Berbagai pelayanan publik memang kerap kali dirasa masih memiliki kekurangan, bahkan
sampai gagal berfungsi. Namun, masyarakat juga acap kali enggan untuk melaporkan apa yang
menjadi kekurangan atau kendala yang dihadapi dengan berbagai alasan seperti waktu yang
terlalu lama untuk bisa menyampaikan pengaduan. Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan
pemerintah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perbaikan pelayanan publik
melalui perbaikan sistem layanan pengaduan publik.

Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang
efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas
kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran dapat
dipergunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kapasitas aparatur negara dalam
melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Penanganan pengaduan masyarakat merupakan salah satu komponen utama sebagai
kegiatan penting yang harus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Bima untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang efektif,
efisien, tepat waktu, tepat sasaran, akuntabel, guna memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan
dunia usaha.

Untuk itu, guna meningkatkan pemahaman dan menjamin hak pengguna jasa layanan sekaligus
menindaklanjuti kondisi dan/atau permasalahan pelayanan sebagai bentuk akselerasi terhadap
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima perlu dilaksanakan Pelayanan Konsultasi dan
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Penpelobivan pengidaan pvny bt Lenhndage Peliny anin Ferpadi Verizinan dan Fion Periziim
sehlipus sebapal salih sobu paya Yy dilikubn peometntah b mmemberikan pelayanan
pub ik ynge tebih Balke N dilid Db, terkatt dadam bl pessherinn Iy perizinan dan
o periz i ke semn misyarakal merisie g denpinn bentub pelayanan yang e lal
diberikan olel aparatar balk sebelum bzl diterbitkan miupon setelal bzin diterbitkan sehing s
pitik memenuhl wnsin kepaasan masynrakal wparisto senantinan dantut memaksmulkan
Kuatitas pelaynnmn diel wegdi sl ag ey anhnt penerhmn iy meras s terhediap
sepaln bentuk pelayaonn yaog diberikan ol setiap apaeatur Pemerintal sehiugrimans yang
diharaphin,

Selnin ftw, wntuk menampung, din mentdiktmfotl semu bentuk waplesl maayarakat aeliku
Penguna Jasa Layanan terkalt dengan penyclenpparnn pelnynnan perlzinnn dun non perizinan
ik DI Penannman Modal dan Pelayannn Terpadu Sutu Pl Kot Bma telah menyediakan
sarang Layanan Konsultasl dan Penpelolinn Pengadum Manyarkal Tethndap  Pelaynnin
Terpudu Perlzinnn dan Non Perlzinan balk scenr Junpanng, maupun Gdak Tongsung. Adapun
bentuk aspirast yang, nkon disampaikan oleh Penpppna Jusn dapat disnlorkon melalui sarana
layanan yang, tersedin yaltu, Kotak Suran dan Penpadunn, SMS, ‘Telepon, WA, Surat, Kuesioner
IKM atau daput langsung mendatangl petugns pida Loket Layanan Komsultusi dun Penpelolaan
Pengadunn Musyarakat untuk menyaturkan aspirash atou pengadunn terkait pelayanan perizinan
dan non perizinan,

Data Pemohon yang, masuk  molalul sorana - layanan Konsultusi dan Pengaduan
Masyacnkat yang, tersedia merupakan bentuk aspirasi masynrakal terhadap penyelenggaraian
pelayanan perizinan dun non perizinan yang disclenggarakan oleh Dinay Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima yang, harus ditindaklanjuti guna memenuhi hak — hak
masyarakat sebagai salah satu upayn mewujudkan “Good Governance™ di lingkup Pemerintah
Kota Bima,

1.2, Dasar Hulum

[. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang, Keterbukaan Informasi Publik.

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang, - Undang Nomor

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia: Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik,

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan

Pelaksanaan Berusaha;
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Y. Penyelenggara Pelayanan Publik adaloh setiop Institusi Penyelenppara Negarn, korporasi,
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang, Undang, untuk kegintan pelayannn
publik, dan Badan hukum lain yang dibentuk semata — mata untuk keglatan pelayanan
publik.

10. Unsur Kepuasan Masyarakat adalah faktor dan aspek  yang dijadikan  pengukuran
kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaranan pelayan publik,

Il. Pelayanan publik adalah kegintan atau rangkaian kegiatan dalom rangka pemenulan
kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundan - undangan bagi setiap warga dan penduduk
alas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

12. Tim Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat adalah Tim kerja
yang dibentuk untuk melaksanakan Layanan  Konsultusi dan  Pengelolaan Penpaduan
Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTS Kota
Bima.

13. Pemberi layanan publik adalah pegawai instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas dan
fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku.

14. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakal, lembaga instansi  pemerintah dan
dunia usaha yang menerima pelayanan dari Aparatur penyelenggara pelayanan publik.

15. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja
pelayanan yang diberikan oleh Aparatur,

16. Biaya Pelayanan Publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai
imbalan jasa atas pemberian layanan publik, yang besaran dan tata cara pembayarannya

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang — undangan,

1.4. Maksud dan Tujuan
Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (erhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bima sebagai unit penyelengpara Pelayanan Administrasi Perizinan

dan Non Perizinan dimaksudkan :

1. Untuk menampung asprasi masyarakat terkait penyelen gearaan pelayanan publik.

2. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan pelayanan yang (elah
dilaksanakan oleh unit pelayanan publik terhadap masyarakat scbagai perima layanan.,

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dalam perbaikan mutu pelayanan,

4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan,
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Adapun tujuan ditaksanakonnyn Layannne Konsultust dan: Pengelolonn Pengaduan Masyarikoa
terhadap Pelayanan Terpadu Porizinan dan Non Perizinan adalah untuk meninghatkan pemahaman

done menjomin hak penggong Josn layanon sekalipos menindaldinjuti kondisi - dan/atau

pormasaluhan polayanan sebagal bontuk aksolerasi dalam: penyelenpgaraan pelayanan publik agar
dapat becjalan dengan tertib, lanear, ofektif dan efisien serta memenuhi unsur— unsur kepuasan

masy nrakat,

1.5, Sasaran

I Mendorong  partisipasl - masyarakat  sebagai - penggunn layanan  dalam - menilai kinerja
penyelenggara layanan publik,

2, Mendorong penyelenggara pelaynnan untuk meningkatkan kualitas pelayanan guna mencapai
Kepunsan pelayanan sebagaimana harapan kita bersama,

3. Mendorong  penyelenggara  pelayanan  menjadi lebih inovatif dalam  menyelenggarakan
pelayanan publik,

4. Adanya penataan sistem, sorang pendukung, mekanisme dan prosedur pelayanan  serta

pendanaan yang memadai schingga pelayanan dapat dilaksanakan sccara lebih berkualitas,

berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna,

. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan,

6. Terciptanya kualitas pelayanan yang lebih baik dari setiap Aparatur Pemerintah khususnya di

lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima,
1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan laporan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
adalah melaporkan semua hasil tindaklanjut terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat dan
pelaku usaha baik sccara langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bima pada Triwulan I1 2026,

1.7. Manfaat

. Untuk mengetahui kinetja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima secara periodik.

2. Tersedianya Data dan Informasi dari hasil Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan,
baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pelayanan yang dilaksanakan Aparatur
penyelenggara pelayanan publik.

3. Adanya Data dan Informasi untuk bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan yang

perlu diambil pada waktu yang akan datang dan memacu persaingan positif, antar unit

penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja dan mutu pelayanan.
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§ Sehagar sarana pengawasan dan bahan evaluasy terhadap pelaksanaan St ndar Ciperasimal
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Peneman
& Memberikan akselerast dalam penyelenggaraan pelayanan admimstrasi peeizinan dan non

penzinan

BAB I

LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN \I,\SY;.\RAK»\I
TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN NON PERIZINAN

2.1. Gambaran Umum

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan merupakan salah satu upaya yang dilakukan olch
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dalam rangka memberikan akselerasi dalam
penyclenggaraan pelayanan publik. Terkait dengan hal ini. bahwa penyelenggaraan Layanan
Perizinan dan Non Perizinan telah dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi Online Single
Submission Risk Based Approach (OSS - RBA). Pada dasarnya Sistem OSS - RBA merupakan
sistem yang mengintegrasikan seluruh layanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan
Menteri/Pimpinan Lembaga. Gubemur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik, bahwa setiap Pelaku Usaha wajib melakukan pengimputan sendiri
izin uszhanya yang terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha berdasarkan nilai
investasi dan jenis usaha melalui Sistem OSS — RBA dan perizinan untuk kegiatan usaha ini
paling lambat diterbitkan selama 1 (Satu) hari kerja dengan persyaran lengkap dan benar. Namun,
jika Pelaku Usaha mengalami kesulitan dalam pengimputan data perizinan melalui Sistem OSS -
RBA maka Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bima siap membantu Pelaku Usaha untuk memproses izin melalui Sistem OSS — RBA
melalui Loket Layanan Pembantuan OSS yang selalu siap untuk memberikan layanan kepada
Pelaku Usaha. Layanan Pembantuan Perizinan Sistem OSS — RBA pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima tidak dipungut biaya. Dan terkait dengan
kewenangan di daerah, maka berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima,

maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bima telah diberikan

kewenangan untuk melaksanakan pelayanan di bidang penanaman modal di lingkup Pemerintah
Kota Bima.
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4. Tim Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melakukan analisa

terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pengguna Jasa,

5. Tim Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat menetapkan tindakan
yang akan dilakukan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.

6. Tim Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat memberikan
informasi kepada Pengguna Jasa mengenai langkah - Jangkah yang akan dilakukan
sebagai upaya penyelesaian.

7. Tim Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat mengambil tindakan
penyelesaian berdasarkan permohonan Pengguna Jasa.
> Apabila Pengguna Jasa Tidak Puas dengan jawaban atau hasil penyelesaian yang

dilakukan oleh Tim Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat,
maka Pengguna Jasa dapat menyampaikan Pernyataan Puas/Tidak Puas baik secara
lisan maupun tertulis kepada Tim Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat.

» Untuk menindaklajuti ketidakpuasan Pengguna Jasa, maka Tim Pelayanan
Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat akan menganalisa kembali
permohonan yang disampaikan oleh Pengguna Jasa dan mengambil tindakan
penyelesaian.

Apabila Pengguna Jasa merasa Puas dengan jawaban atau hasil penyelesaian yang

dilakukan oleh Tim Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat maka

kegiatan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat telah selesai

dilaksanakan.

2.4. Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, jangka waktu penyelesaian Layanan Konsultasi dan
Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizian adalah
sebagai berikut :

1. Pelayanan Konsultasi Langsung
a. Konsultasi Langsung, ditindaklanjuti maksimal selama 60 (Enam Pulub) Menit.

b. Konsultasi Tidak Langsung, ditindaklanjuti maksimal selama 1 (Satu) hari kerja.
2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat
a. Pengaduan Langsung, ditindaklanjuti maksimal selama 2 (dua) hari kerja.

b. Pengaduan Tidak Langsung, ditindaklanjuti maksimal selama 7 (Tujuh) hari kerja.
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Berdasarkan ‘Tabel di atas, pada Triwulan 1 2026 tidak ada Pengguna Jzsz mengzjulken
permohonan Layanan Pengaduan Langsung dan Pengguna Jasa mengajukan permohonzn

Layanan Pengaduan ‘Tidak Langsung.
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2.7. Rincian Permohonan Layanan Konsultasi

Berdasarkan data permohonan Layanan Konsultasi tidak terdapat Pengguna Jasa

yang menyampaikan permohonan Layanan Konsultasi Langsung maupun tidak Langsung
Pengguna Jasa yang menyampaikan permohonan Layanan Konsultasi Tidak Langsung
kepada Petugas Loket Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat pada Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.

2.8. Rincian Permohonan Layanan Pengaduan
Pada Triwulan II 2026 ini, tidak terdapat permohonan Layanan Pengaduan Langsung

yang disampaikan.
2.9. Jadwal Tindak Lanjut Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat
A. Jadwal Tindak Lanjut Layanan Konsultasi

Pada Triwulan I[I 2026, tidak terdapat Permohonan Layanan Konsultasi dari Pengguna
Jasa yang disampaikan melalui sarana layanan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Bima baik Konsultasi Langsung Maupun Konsultasi Tidak Langsung yang
disampaikan oleh Pengguna jasa pada Loket Layanan Konsultasi dan Pengaduan pada
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota sehingga tidak ditindaklanjuti sesuai dengan
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

B. Jadwal Tindak Lanjut Layanan Pengaduan Masyarakat

Pada Triwulan IT 2026, secara keseluruhan tidak ada permohonan Layanan Pengaduan
tidak Langsung dan Pengaduan secara Langsung dari Pengguna Jasa yang
disampaikan melalui sarana layanan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota
Bima dan Mal Pelayanan Publik Kota Bima ( MPP).

Rekapitulasi Jadwal Penanganan Pengaduan Masyarakat yang telah dilaksanakan pada
Triwulan IT 2026, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Hawmbatan Pelayanan Pengaduan
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Aualitas datann mesmberikan pelayanan, sehagat ekt §
Lo Numangrda Sumder Dy a Manusia (SOM)
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bersamaan sohingaa bendampal pada lambamya pelay anan Aepada masy arakat.
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L emantaatn Savana 1 ayanan konsaliasi dan Pengelolaan Pengaduan Belum Maksimal

Navand - pengaduan vang  eesedia belum dimantaatkan dengan baik  oleh
masy avakat pengeina - Jasa sehingga peny ampaian - pengaduan - belum ekt
sebagatinana yang dibaaphan,

420 Renenma Perbaikan Pelayanan

Dalame vangha memennhi Kebutuhan  pelayanan publik vang lebih baik, Dinas
Pemmaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima mengupayakan untuk

mekikuhan upaya - upaya perbaikan kualitas pelayanan, sebagai berikut @

o

Ferhadap — Persyaratan,  dilakukan  penyederhanaan pemsyaratan  uniuk
mempermudah Pemohon Pengguna Jasa dalam memanfaatkan layanan Konsultasi
dan pengaduan masy avakat

v Terhadap Prosedur Pelayanan, dilakukan penyederhanaan prosedur pelayanan
denpan mengaen kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
sehingaa setiap Pemohon Pengguna Jasa dapat terlayani dengan baik.

o Tothadap Waktn Pelayanan, dapat dilokukan  pengaturan wakm pelayanan
sehingga pelayanan dapat lebih efektit dan memberikan kepastian hukum Kepada
masyarakat sebagai pengguna layanan,

4 Techadap Kompetensi Pelaksana, dapat ditingkatkan dengan  menempatkan

petugas pelayanan yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian  dan

pengalaman yang dimiliki dalam memberikan pelayanan,

‘2

+ Tethadap Sumber Daya Manusia, dapat ditingkatkan dengan dengan mengutus

petugas pelayanan mengikuti pelatihan peningkatan kualitas SDM.

0. Terhadap Beban Kerja Aparatur, dapat dilakukan peningkatan efekiivitas Kinegja
aparatur melalui pembagian tigas secara proporsional berdasarkan beban Kerja
aparatar,

7. Terhadap Savana dan Prasarana Layanan  Konsultasi dan Pengelolaan

Pengaduan Masyarakat dapat ditingkatkan dengan menambah fasilitas sarana dan

prasarana layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarkat agar seluruh

masyarakat dan- dunia usaha dapat memanthatkan Layanan Konsultasi dan

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat secara maksimal sesuai dene

gan kebutuhan
pelavanan,
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BABY
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tindaklanjut layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat
yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Bima Triwulan IT 2026, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

l. Secara kescluruhan, permohonan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat yang
disampaikan oleh Penggunan Jasa melalui sarana layanan yang tersedia pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Triwulan II 2026

sebanyak 3 (tiga) Permohonan Layanan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Layanan Konsultasi Langsung dan tidak Langsung, nihil permohonan;
b. Layanan Pengaduan Langsung, nihil permohonan;

¢. Layanan Pengaduan Tidak Langsung, nihil permohonan.

Seluruh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat yang diberikan oleh aparatur
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima tidak dipungut biaya layanan. Setiap
aparatur pelaksana Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dituntut harus lebih mampu menerapkan
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan dunia usaha selaku pengguna jasa.
Permohonan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Pengguna Jasa Triwulan
II' 2026 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode
yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya
kesadaran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam memahami prosedur dan persyaratan
Perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.
Kepuasan masyarakat selaku pengguna jasa merupakan salah satu hal penting yang
harus diberikan oleh aparatur selaku pelaksana layanan. Adanya peran serta
Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha merupakan 3 (Tiga) pilar utama yang
memiliki peranan penting guna menjaga dan menciptakan iklim investasi agar
senantiasa kondusif,

Pelaksanaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non Perizinan harus terus dilakukan dan ditingkatkan guna
memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik dan agar terciptanya

akselerasi dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
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SI z‘

Semua permohonan Tayanan Konsultast dan Penpadunn Masyarakat yang disampaikan
oleh pengguna jasa telah ditindakanjuti dengan baik sesuni dengan Standar Operasional

dan Prosedur (SOP) pelayanan dan telah memenuhi unsur kepuasan masyarakat,

Rekomendnsi

Guna menjoga Kepereayaan masyarakat selaku pengguna jousa dapat dirckomendasikan hal-

hal sebagai berikut

L. Kedisplinan petugas pelayanan dalam hal menjamin ketepatan waktu dalam pelayanan
perizinan harus terus dipertahankan dan perlu diberi apresiasi serta scnantiasa
berkomitmen agar selalu menjamin kemudahan prosedur schingga waktu pelayanan
akan lebil etektit dan efision demi tercapainya kepuasan masyarakat sebagai pengguna
layanan publik,

2. Pelaksanaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat hendaknya
dilakukan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan agar penilaian terhadap tindak
lanjut dan penyelesaian permasalahan dapat lebih representatif mewakili penilaian
masyarakat dalam mengukur perkembangan Kinerja unit pelayanan,

3. Hasil tindak lanjut Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dapat
dijadikan bahan acuan guna mengambil kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan dan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja semua personil
pelayanan publik.

4. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) semua aparatur pelayanan
schingga dapat mendukung pemberian pelayanan yang lebih baik sesuai harapan
masyarakat.

5. Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan investasi setelah izin diterbitan harus
dilakukan agar iklim investasi yang kondusif senantiasa terjaga.

6. Guna mendukung terciptanya “Good Governance” di lingkup DPMPTSP Kota Bima
pada Khususnya dan Pemerintah Kota Bima pada umumnya dapat diupayakan dengan
senantiasa melakukan inovasi dalam pemberian pelayanan publik guna lebih
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

7. Koordinasi yang baik secara berkesinambungan lintas OPD dan Instansi lainnya sangat
diperlukan guna mendukung percepatan pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik.

8. Adapun rekomendasi berdasarkan saran dan masukan dari pengguna layanan, sebagai
berikut :
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A Potgas di foker pelayaman apan ebile protestonal baik - datame hal memberihan
pelay anan manpun terhadag peoagiasaan egulast edadap semaa fends layanan,

b Apar Aepiatan pelayanan dak terambat apabiln pefabat yang menandatangani

dokuimen perizinan berhalanpan atan berada i loan dactale melampant SO wakiv

pelavanan agar dapat ditmjul pejabat Tain untuk penandatanpanan dokumen
perizinan,

Kemutahhivan dan ketersediaan savana pendukung proses pelay anan perizinan yany

copat dan berkualitas sangat diperiukan puna peninghatan hualits pelayanan,

d Pemyebarluasan intormasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang optimal
harus  tetap  dipertahankan puna memenuli - kebutban - masyaakat techadap
intormast publik yang tansparan dan berkualitas,

o, Guna lebil mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal

dan PSP Kota Bina dapat melakukan inovasi pelayanan publik dengan melakukan

heptatan sebagai bevikut

). Melaksanakan  Sistem Pelayanan Keliling  (Jemput - Bola),  yaitu - denpan
mendatangi masyarakat dan pelaku usaba yang ada di daerah yang cukup jauh
dari DPMP TSP Kota Bima ataun membuka loket pembantuan layanan di tempat
umum seperti pasar dan sebagainy ay

2). Membuka Klinik Layanan Khusus, yait berupa loket layanan Khusus seperti
loket peryampaian Lapotan  Kepiatan Penanaman Modal (KPR dan
sebagainya guna membantu pelaku usaha dalam melaporkan Kegiatan inyestasi
vang sedang dilaksanakan;

3), Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dapat bekerja sama denpan
Pihak/Agen Jasa Pengiriman dalam penyampaian dokumen perizinan kepada
pemohon, Khususnya  bagi  pemohon yang berada di luar daerah apar
pemantaatan waktu lebil efektif dan efisien.

4). Membuka Klinik Layanan Konsultasi, yaitu berupa loket layanan Khusus yang
disediakan bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha untuk berkonsultasi terkait

kegiatan investasi dan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan,

5). Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dapat bekega sama dengan
Pihak/Agen Jasa Pengiriman dalam penyampaian dokumen perizinan kepada
pemohon, khususnya bagi pemohon yang berada di luar dacral agar

pemanfaatan waktu lebih efektif dan efisien,
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